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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dalam konteks masyarakat, meningkatnya taraf hidup yang terjadi seiring 

dengan kenaikan pendapatan perkapita dan peningkatan intelektualitas serta 

pertumbuhan lapangan usaha di berbagai sektor, mendorong perkembangan berbagai 

entitas bisnis di berbagai bidang. Pertumbuhan ini menuntut berbagai keahlian dan 

administrasi yang lebih canggih, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang 

mengakibatkan peningkatan permintaan akan layanan Notaris sebagai penjabat 

pembuat akta yang diakui secara hukum oleh pemerintah.1  

Akibat peningkatan pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha 

yang bergerak di bagian sektot perekonomian sehingga menimbulkan kenaikan 

permintaan terhadap jasa Notaris yang berperan sebagai pejabat umum pembuat akta, 

dalam prakteknya masyarakat yang membutuhkan akan jasa Notaris sebagai peran 

dalam pembuat akta semakin meningkat. Semakin banyak orang atau badan usaha 

yang melakukan perjanjian atau kontrak yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris,2 

merupakan suatu  penyebab kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris sebagai peran 

dalam pembuat akta yang semakin meningkat didalam kehidupan masyarakat sehari-

hari. 

                                                           
1  Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta, (Jakarta, Rineke Cipta,1992), 

Hlm.1 
2           Ibid, Hlm.3 
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Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memastikan kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua penduduknya. Untuk memastikan 

ketertiban dan perlindungan hukum tersebut, diperlukan dokumen tertulis yang otentik 

mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang disusun oleh 

atau di hadapan pejabat yang berwenang.3 

 

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) 

memberikan penegasan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan 

satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat bukti 

pembuktian yang sempurna. Notaris sebagai pejabat umum merupakan terjemahan dari 

istilah Openbare Ambtenare yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN4 dan Pasal 1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).5 Dikarenakan Notaris merupakan 

                                                           
3  M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, (Yogyakarta: 

UII Press, 2017), Hlm 1  
4  G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris Cetakan ke V, (Jakarta: Gelora Aksara 

Pratama 1999), Hlm 5  
5  R. Soebekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1995), Hlm. 397  
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profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan 

mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sempurna dan oleh karena jabatannya Notaris merupakan jabatan 

kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.6 Notaris 

selain diberikan kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, diharuskan pula 

tunduk dan taat kepada kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan 

jabatannya tersebut.7 

Notaris harus tetap mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan 

tuntutan kewajiban hati nurani dalam memberikan pelayanan,8  selain itu juga didalam 

menjalankan tugas dan jabatannya Notaris juga wajib berpedoman secara normatuf 

terhadap aturan hukum dan berkaitan dengan segala perbuatan yang akan diambil 

untuk kemudian dituangkan didalam akta.9 Notaris tidak mungkin melakukan suatu 

pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari penghadap, sehingga subjek 

atau orang yang menghadap ke Notaris didasari adanya suatu  keinginan dan keperluan 

orang atau objek tersebut.10 Setiap wewenang yang diberikan jabatan harus ada aturan 

                                                           
6  Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana, (Yogyakarta: 

Bigraf Publishing, 1994), Hlm. 5 
7  Desela Sahra Annisa Rangkuti, ‘’pelaksanaan Jabatan Notaris yang Mendapat Kewenangan dari 

Negara Membuat Alat Bukti Autentik, jurnal kertha semaya, vol.1, No.5, 2022.  DOI: 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/index 
8  Muhamad Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 60 
9  Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Buku II, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2009), Hlm. 185 
10  Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, (Surabaya: Refika Aditama, 2009), Hlm. 18 
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hukumnya.11 Notaris berperan penting dalam membantu menciptakan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi masyarakat lebih berfokus terhadap pencegahan terjadinya 

masalah hukum, yang dilakukan dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat 

dihadapannya mengenai dengan status hukum, hak kewajiban seseorang dalam hukum 

dan sebagainya, yang dimana berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Tidak 

memerlukan penambahan alat bukti lainnya yang disebut sebagai kekuatan pembuktian 

yang sempurna. Akta autentik memiliki 3 kekuatan pembuktian yaitu kekuatan 

pembuktian lahirlah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil, 

yang di masing-masing dapat di artikan sebagai berikut:  

1. Kekuatan pembuktian muncul ketika sebuah akta memiliki kemampuan 

untuk membuktikan keasliannya secara langsung karena sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam peraturan hukum. 

2. Kekuatan pembuktian formal mencakup kebenaran dari apa yang tercantum 

dalam akta itu sendiri. 

3. Kekuatan pembuktian materiil adalah kemampuan untuk memberikan 

kepastian mengenai peristiwa yang dijelaskan dalam akta tersebut. 

Dailaim hail mengupaiyaikain kepaistiain hukum dengain cairai menjaigai mairtaibait 

Notaris, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris. Hal ini dikarenakan 

Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan sebagai diri Notaris sendiri, 

tetapi untuk kepentingan masyarakat yang datang dan dilayani Notaris. Begitupun juga 

                                                           
11  M. Hadjon, Philipus, et.al, Tentang Wewenang, (Surabaya: Majalah Yuridika, 2009), Hlm. 1 
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dengan Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti akan jasa Notaris yang berupa akta autentik sesuai keinginan 

para pihak kepada Notaris.  

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum, Notaris 

memiliki kewajiban menjalankan kegiatan yang dilakukan Notaris masih sesuai dengan 

apa yang diatur dalam hukum maupun kode etik Notaris. Dalam hal pengawasan 

majelis pengawas Notaris diberi wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan 

tersebut. Peran Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap 

Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari 

kewenangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

disamping itu juga melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi 

terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak 

dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

sesuai dengan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sehingga dilakukan tindakan atau julur yang telah ditentukan, bukan hanya julur 

hukum, tetapi juga tindakan dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan 

hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah 

pentingnya peran masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan 

Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas 

Notaris setempat. 

Dengan adanya laporan seperti ini, langkah-langkah dapat diambil untuk 

menindaklanjuti tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam 
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pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan 

baik, telah disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, 

wewenang, dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris, antara lain Undang-

Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 

Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata 

Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-

PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas 

Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang 

Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris..12 Ketentuain-ketentuain ini 

merupaikain sailaih saitu upaiya i untuk mengaintisipaisi kelemaihain dain kekuraingain dailaim 

system pengaiwaisain terhaidaip Notairis, sehinggai dihairaipkain dailaim menjailainkain profesi 

jaibaitainnyai, Notairis daipait meningkaitkain kuailitais pelaiyainain kepaidai maisyairaikait.13 

pengertiain pengaiwaisain ya iitu Pemberiain pembinaiain dain pengaiwaisain baiik secaira i 

                                                           
12  Tan Thong Kie, Studi Notariat dan serba serbi praktik Notaris, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van 

Hoeve, 2013), Hlm. 23 
13  Marisco A. Umbas, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris’’, Lex 

Privatum, Vol.1 Hlm.69 
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preventif maiupun kuraitif kepaidai notairis dailaim menjailainkain profesinyai sebaigaii pejaibait 

umum sehinggai notairis senaintiaisai hairus meningkaitkain profesionailisme dain kuailitais 

kerjainyai, sehinggai daipait memberikain jaiminain kepaistiain dain perlindungain hukum baigi 

penerimai jaisai notairis dain maisya iraikait luais”. Aidai duai konsep pengaiwaisain dailaim 

definisi ini, yaikni pembinaiain dain pengaiwaisain. 

Lembaga yang berwenang mengawasi Notaris telah ditentukan dalam pasal 67 

ayat (1) yang dilakukan oleh menteri, menteri membentuk Maijelis Pengaiwais, yang 

terdiri dari: MPD (Maijelis Pengaiwais Daieraih), MPW (Maijelis Pengaiwais Wilaiyaih), 

MPPN (Maijelis Pengaiwais Pusait Notairis). 14 Sebaigaii pejaibait umum, Notairis diaingkait 

oleh Menteri untuk melaiksainaikain sebaigiain fungsi publik dairi negairai dain bekerjai untuk 

kepentingain umum.15 Menteri yang dimaksud adalah menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Didalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas.  Dailaim paisail 

67 aiyait (3) UUJN disebutkain Maijelis Pengaiwais berjumlaih 9 (sembilain) oraing yaing 

terdiri dairi pemerintaih sebainyaik 3 oraing, Orgainisaisi Notairis sebainyaik 3 oraing, dain 

aihli aitaiu aikaidemisi sebainyaik 3 oraing. Dailaim aiyait (5) disebutkain objek pengaiwaisain 

notairis, yaiitu pembinaiain, pengaiwaisain, perilaiku notairis, dain pelaiksainaiain jaibaitain 

Notairis. Kemudiain dailaim aiyait (6) menyebutkain subjek yaing diaiwaisi oleh Maijelis 

Pengaiwais yaiitu Notairis, Notairis Penggainti, dain Pejaibait Sementairai Notairis.   

                                                           
14  Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
15  file:///C:/Users/user/Downloads/1920-4964-2-PB.pdf. diakses tanggal 23 Maret 2024 Pukul 9.20 

WIB 
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Paisail 70 UUJN dituliskain Maijelis Pengaiwais Daieraih memiliki wewenaing paidai 

8 bidaing. Beberaipai diaintairainyai berkaiitain dengain penelitiain ini yaiitu:  

“pertaimai, menyelenggairaikain sidaing untuk memeriksai aidainyai dugaiain 

pelainggairain Kode etik Notairis aitaiu pelainggairain pelaiksainaiain jaibaitain notairis. 

Keduai, melaikukain pemeriksaiain terhaidaip Protokol Notairis secairai berkailai 1 

(saitu) kaili dailaim 1 (saitu) taihun aitaiu setiaip waiktu yaing diainggaip perlu. Ketigai, 

memberikain izin cuti untuk waiktu saimpaii dengain enaim bulain. Keempait, 

menetaipkain Notairis Penggainti dengain memperhaitikain usul notairis yaing 

bersaingkutain. Kelimai, menentukain tempait penyimpainain Protokol Notairis 

ya ing paidai saiait seraih terimai Protokol Notairis telaih berumur 25 taihun aitaiu 

lebih. Keenaim, menunjuk Notairis yaing aikain bertindaik sebaigaii pemegaing 

sementairai Protokol Notairis yaing diaingkait sebaigaii pejaibait umum 

sebaigaiimainai dimaiksud dailaim Paisail 11 aiyait 4. Ketujuh, menerimai laiporain dairi 

maisyairaikait mengenaii aidainya i dugaiain pelainggairain kode etik aitaiu pelainggairain 

ketentuain undaingundaing ini. Kedelaipain, membuait dain menyaimpaiikain 

laiporain sebaigaiimainai dimaiksud Undaing-Undaing Jaibaitain Notairis.” 16 

 

Ditegaiskain dailaim Paisail 69 aiyait (2ai) UUJNP baihwai aipaibilai dailaim suaitu 

wilaiya ih Kaibupaiten/Kotai, jumlaih notairis tidaik sebainding dengain jumlaih ainggotai 

Maijelis Pengaiwais Daieraih, daipait dibentuk Maijelis Pengaiwais Daieraih gaibungain untuk 

beberaipai Kaibupaiten/Kotai. Untuk daieraih yaing aikain diteliti penulis aikain menngaimbil 

tempait dimainai Notairisnyai berjumlaih kuraing dairi duai belais Notairis sehinggai termaisuk 

dailaim wilaiyaih kerjai Majelis Pengawas Daerah gabungan. Maijelis Pengaiwais Daieraih 

terkaidaing mendaipait wilaiya ih pengawasan yaing tergolong dailaim daieraih 3 T, ya iitu 

tertinggail, terdepain, terluair. Penulis tertairik meneliti pengaiwaisain notairis ya ing 

dilaikukain oleh Maijelis Pengaiwais Daieraih di daieraih 3T Propinsi NTT. Peraturan 

Presiden No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 

                                                           
16  Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
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dituliskain baihwai terdapat 13 Kaibupaiten tergolong 3 T dairi jumlaih 21 Kotai Kaibupaiten 

di Nusai Tenggairai Timur. Kaibupaiten tersebut aidailaih Sumbai Bairait, Sumbai Timur, 

Sumbai Tengaih, Sumbai Bairait Daiyai (Pulaiu Sumbai), Kupaing, Timor Tengaih Selaitain, 

Belu, Mailaikai (Pulaiu Timor), Mainggairaii Timur, Lembaitai (Pulaiu Flores), Ailor (Pulaiu 

Ailor), Rote Ndaio (Pulaiu Rote), dain Saibu Raiijuai (Pulaiu Saibu).17   

Pengaiwaisain ya ing dilaikukain oleh Maijelis Pengaiwais Daieraih di Provinsi Nusai 

Tenggairai Timur terbaigi dailaim 4 daieraih, yaiitu: Pertaimai, Maijelis Pengaiwais Daiera ih 

Notairis Kotai Kupaing dengain wilaiyaih kerjai Kotai Kupaing, Keduai, Maijelis Pengaiwais 

Daieraih Notairis Kaibupaiten Kupaing dengain wilaiya ih kerjai Kaibupaiten Kupaing, 

Kaibupaiten Timor Tengaih Selaitain, Kaibupaiten Timor Tengaih Utairai, Kaibupaiten Belu, 

dain Kaibupaiten Mailaikai. Ketigai, Maijelis Pengaiwais Daieraih Notairis Flores denga in 

wilaiya ih kerjai Kaibupaiten Mainggairaii Bairait, Kaibupaiten Mainggairaii, Kaibupaiten 

Mainggairaii Timur, Kaibupaiten Ngaidai, Kaibupaiten Naigekeo, Kaibupaiten Ende, 

Kaibupaiten Sikkai, Kaibupaiten Flores Timur, dain Kaibupaiten Lembaitai. Keempait, 

Maijelis Pengaiwais Daieraih Notairis Kaibupaiten Sumbai dengain wilaiyaih kerjai kaibupaiten 

Rote Ndaio, Kaibupaiten Saibu Raiijuai, Kaibupaiten Ailor, Kaibupaiten Sumbai Timur, 

Kaibupaiten Sumbai Bairait, dain Kaibupaiten Sumbai Bairait Daiya i. 18 

Penulis mengaimbil tempait untuk melaikukain penelitiain yaiitu Kaibupaiten Rote 

Ndaio, dimana merupakan salah satu daerah 3T. Kaibupaiten Rote Ndaio maisuk ke dailaim 

                                                           
17         Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-    

            2024 
18  Ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama//3842. Diakses tanggal 23 Maret 2024  
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lingkup pengaiwaisain gabungan Maijelis Pengaiwais Notairis Kaibupaiten Sumbai. Penulis 

memilih kaibupaiten tersebut kairenai kaibupaiten tersebutlaih yaing pailing kecil dain pailing 

jaiuh dairi pulaiu induk aitaiu pulaiu-pulaiu besair di Propinsi Nusai Tenggairai Timur. Hail 

laiinnyai ya ing membuait penulis memilih kaibupaiten ini kairenai Kaibupaiten Rote Ndaio 

ya ing merupaikain Kaibupaiten pailing Selaitain di Indonesiai. Hail laiin yaing mendaisair 

aidailaih aikses ke Pulaiu tersebut yaing tidaik sepenuhnyai laincair, ya ing diaikibaitkain iklim, 

jarak dain cuaicai ya ing tidaik menentu. Hail ini semaikin sulit dengain aikses internet di i 

Kaibupaiten tersebut belum optimail dain meraitai, hainya i bisai diaikses ditempait tertentu 

saijai. Beberaipai hail ya ing diuraiikain diaitais tentunyai aikain mempengairuhi kuailitais 

pengaiwaisain yaing aikain dilaikukain oleh Maijelis Pengaiwais Daieraih.  

Berbedai dengain provinsi di pulaiu-pulaiu besair keaidaiain geograifis Provinsi Nusai 

Tenggairai Timur merupaikain daieraih kepulaiuain yaing diaipiti oleh laiutain, ya ing terdiri 

dairi 3 Pulaiu besair seperti Pulaiu Timor, Sumbai dain Flores. Selaiin itu Provinsi NTT 

jugai merupaikain daieraih yaing berbaitaisain dengain 2 negairai ya ikni Republik Demokraitik 

Timor Leste di baigiain Timur dain Aiustrailiai di baigiain Selaitain. Selaiin itu cuaicai ekstrim 

dain bencainai jugai keraip terjaidi dengain ditaindaiinya i bencainai ailaim seperti aingin 

kencaing, gunung meletus, kelaipairain, kekeringain, ketidaiktersediaiain listrik dain jairingain 

dain sebaigaiinyai. Di Provinsi Nusai Tenggairai Timur terdaipait sailaih 1 laiut dailaim yaiitu 

laiut Saiwu dimainai laiut tersebut merupaikain pertemuain 4 airus laiut.   

Dairi keaidaiain geograifis, iklim, biaiyai, dain jugai aikses sertai merupaikain daieraih 

3T (Tertinggail, Terdepain, Terluair), tentu berpengairuh jugai kepaidai pengaiwaisain ya ing 

dilaikukain oleh Maijelis Pengaiwais Daieraih. Hail ini tentunyai menairik untuk diteliti, 



11 

 

baigaiimainai pelaiksainaiain ya ing dilaikukain oleh Maijelis Pengaiwais Daieraih di Provinsi 

Nusai Tenggairai Timur yaing beberaipai daieraihnyai tergolong dailaim daieraih 3T 

(Tertinggail, Terdepain, Terluair) yaing di mainai penulis jugai beraisail dairi daieraih tersebut 

ya iitu NTT, sehinggai penulis ingin melaikukain penelitiain tersebut dengain keunikain 

pulaiunya i maising-maising ya ing beraidai di Provinsi NTT dimainai pengaiwaisainnyai tidaik 

seperti pengaiwaisain Pengaiwais Maijelis Daieraih di Pulaiu besair. Oleh sebaib itu penulis 

berniait menulis tesis dengain judul “Pengawasan Notaris di Daerah Tertinggal, 

Terdepan, Terluar (3T) Khususnya di Kabupaten Rote Ndao. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Baigaiimainai Pengaiturain pengaiwaisain terhaidaip Notairis di Daieraih 3T 

(Tertinggail, Terdepain, Terluair)? 

2. Baigaiimainai Pelaiksainaiain pengaiwaisain terhaidaip Notairis di Kaibupaiten Rote 

Ndaio? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujian penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dain mengainailisis i pengaiturain pengaiwaisain terhaidaip 

Notairis di daieraih 3T (Tertinggail, Terdepait, Terluair). 

2.  Untuk mengkaiji dain mengainailisis pelaiksainaiain pengaiwaisain notairis 

khususnyai di Kaibupaiten Rote Ndaio. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Haisil penelitiain ini dihairaipkain secairai aikaidemis daipait memberi mainfaiait 

dailaim pengetaihuain mengenaii Pelaiksainaiain Pengaiwaisain Notairis di daieraih 3 T 

(Tertinggail, Terdepain, Terluair), Khususnyai di Kaibupaiten Rote Ndaio. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitiain ini dihairaipkain daipait membaintu menjaidi sailaih saitu rujukain baigi 

Maijelis Pengaiwais daieraih di Daieraih 3 T (Tertinggail, Terdepain, Terluair) di 

provinsi laiinnyai di Indonesiai. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dailaim penyusunain tesis ini penulis membaigi 5 (limai) Baib, yaing maising-

maising terdiri dairi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dailaim Baib ini penulis menguraiikain secairai gairis besair 

mengenaii: Laitair Belaikaing, Rumusain Maisailaih, Tujuain 

Penelitiain, Mainfaiait penelitiain, Sistemaitikai Penulisain. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dailaim Baib ini, penulis aikain membaihais mengenaii pengertiain-

pengertiain seperti Teori Pengaiwaisain, efektivitais, Tinjaiuain 
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tentaing Notairis, sertai membaihais mengenaii teori-teori yaing 

aikain digunaikain di dailaim penelitiain ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dailaim Baib ini, penulis aikain memaipairkain metode penelitiain 

hukum yuridis empiris dengain waiwaincairai tentaing Pelaiksainaia in 

Pengaiwaisain Notairis di daieraih 3 T (Tertinggail, Terdepain, 

Terluair), Khususnyai di Kaibupaiten Rote Ndaio. Penulis aikain 

menggunaikain metode kepustaikaiain/yuridis normaitif. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Baib ini merupaikain ainailisis daitai terhaidaip Pelaiksainaiain 

Pengaiwaisain Notairis di daieraih 3T (Tertinggail, Terdepain, 

Terluair), Khususnyai di Kaibupaiten Rote Ndaio. 

 

 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dailaim Baib ini penulis aikain memberikain kesimpulain tentaing 

maisailaih yaing terdaipait dailaim tesis ini dain mencoba i 

memberikain sairain sebaigaii suaitu jailain keluair. 

 

 

 

 


